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Abstract
Demak region with 1.063.763 in populations, 99,45% among of them is Islam, but 198.800 lived in 
poverty, zakat is potential source to overcome poverty. Data that gained will be analyzed noticing 
quality of its, fact in the real practice or in literature. The management of zakat in Demak is based on 
the Provision of Demak's Regent No. 451/20/2010 about the formation of Badan Amil Zakat Daerah 
(BAZDA) Demak's region, and Provision of Demak's Regent No; 451/455/2011 about persuasion to 
do zakat. The general provision of UU No. 23/2011 said that zakat is an obligation to moslems who 
able to do it, in accordance with syariah of islam, zakat is religion institution to increase justice, 
welfare society, and overcome poverty.
Keywords :  The Management of Zakat; Overcome Poverty.
Abstrak
Kabupaten Demak dengan jumlah penduduk 1.063.763 jiwa , 99,45  ber agama Islam, fakir miskin 
198.800 jiwa, zakat merupakan sumber potensial dalam penaggulangan kemiskinan. Data yang 
diperoleh akan dianalisis dengan memperhatikan kualitas  data yang berupa fakta terjadi dalam 
praktek maupun  dari kepustakaan. Pengelolaan zakat di Kabupaten Demak  berdasarkan  
Keputusan Bupati Demak Nomor 451/20/2010 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah 
(BAZDA) Kabupaten Demak, dan Keputusan Bupati Demak Nomor: 451/455/2011 tentang 
Himbauan Berzakat. Ketentuan umum UU No.23/2011 disebutkan  zakat adalah kewajiban bagi 
umat islam yang mampu sesuai syariat islam, zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan 
untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Kata Kunci: Pengelolaan Zakat; Penanggulangan Kemiskinan.
A.    Pendahuluan
1.  Latar Belakang Permasalahan
 Suatu negara dikatakan berhasil dalam 
pembangunan jika ia mampu menekan angka 
kemiskinan. Taraf kesejahteraan suatu negara 
akan berpengaruh pada kancah internasional. 
Oleh karena itu, memerangi kemiskinan 
merupakan tantangan yang dihadapi oleh 
setiap negara. Tingkat kemiskinan di suatu 
negara akan mempengaruhi apakah negara 
tersebut termasuk negara maju, berkembang 
atau miskin. Dengan kata lain, tingkat 
kesejahteraan suatu negara dipengaruhi oleh 
besarnya prosentase kemiskinan di negara 
tersebut. Kondisi inilah yang memotivasi 
bersaing meningkatkan kesejahteraan, 
termasuk Indonesia.
 UUD 1945 telah mengamanatkan kepada 
negara yang tercantum dalam Pasal 34, yang 
menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-
anak terlantar dipelihara oleh Negara”. 
Kenyataannya sampai sekarang ini masalah 
kemiskinan belum dapat diatasi, bahkan 
cenderung ada peningkatan sesuai dengan 
penambahan jumlah penduduk Indonesia. 
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah 
penduduk miskin di Indonesia pada Maret 
2010 mencapai 31,02 juta jiwa atau 13,32%. 
Hasil Penelitian ini berasal dari Penelitian Hibah Bersaing
Indah Purbasari, “Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik”, Jurnal Mimbar 
Hukum, Vol. 27, No. 1, Februari 2015, hlm 69
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 Mustolih Siradj, “Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”, Jurnal Bimas Islam, Vol. 7, No. 3, Tahun 2014, hlm 410.
Wahbah Al- Zauhayly, 2008,  Zakat Kajian Berbagai Mazab, Bandung, PT. Remaja Roda Karya,  hlm. 83.
Abdul Qadim Zallum, 2006, Sistem Keuangan di Negara Khalifah, (terjemahan), Bogor,  Pustaka Thariqul Izzah, 
hlm. 165.
Yusuf Qardhawi, 2011, Hukum Zakat (terjemahan), Bogor, Pustaka Litera Antar Nusa, hlm.742-743.
Kabupaten Demak, 2012, Demak dalam Angka, Kerjasama BAPPEDA dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak.
B P S  d a l a m  m e n g u k u r  k e m i s k i n a n 
m e n g g u n a k a n  k o n s e p  k e m a m p u a n 
memenuhi kebutuhan dasar (basic needs 
approach). Berdasarkan pendekatan ini, 
k e m i s k i n a n  d i p a n d a n g  s e b a g a i 
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk 
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan 
bukan makanan yang diukur dari sisi 
pengeluarannya. Menurut data Statistik 
Kemenag tahun 2010, jumlah penduduk 
Muslim di Indonesia mencapai 87%, dengan 
demikian umat Islam yang merupakan jumlah 
mayoritas ikut menentukan kebijakan dan 
pelaksanaan pembangunan di Indonesia, 
karena banyak syariat islam yang dalam 
pelaksanaannya memerlukan bantuan negara 
seperti, pelaksanaan ibadah haji, wakaf, zakat 
dan urusan muamalah lainnya. 
Zakat dalam ajaran Islam merupakan 
salah satu sendi utama keislaman seseorang 
sebagaimana pilar (rukun) islamnya lainnya 
yakni syahadat, shalat, puasa dan berhaji ke 
baitullah. Dalam posisi tersebut zakat 
dianggap sebagai ma'lûm min al dîn 
biddhdharûrah atau diketahui adanya secara 
otomatis dan merupakan bagian mutlak dari 
keislaman seseorang. Zakat menurut syara' 
adalah hak yang wajib (dikeluarkan dari) 
harta. Zakat adalah sejumlah (nilai/ukuran) 
tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta 
(yang sejenisnya). Pelaksanaan ibadah zakat 
membutuhkan peran negara agar dapat 
dikelola secara maksimal sehingga dapat 
mewujudkan tujuan disyariatkannya ibadah 
zakat, yang salah satunya adalah untuk 
mengentaskan kemiskinan. Menurut Yusuf 
Qardhawi urusan zakat adalah bukan urusan 
pribadi, akan tetapi tugas pemerintahan islam.
Pengelolaan zakat mulai tahun 2011 
telah dikeluarkan undang-undang baru, yakni 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Zakat. Penjelasan umum 
undang-undang ini antara lain menyebutkan: 
Zakat merupakan pranata keagamaan yang 
bertujuan untuk meningkatkan keadilan, 
k e s e j a h t e r a a n  m a s y a r a k a t ,  d a n 
penanggulangan kemiskinan, dalam rangka 
meningkatkan daya guna dan hasil guna, 
zakat harus dikelola secara melembaga sesuai 
dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, 
keadilan, kepastian hukum, integrasi dan 
akuntabilitasi dalam pengelolaan zakat.
 Ketua Umum Badan Amil Zakat 
Nasional Didin Haﬁdhudin bahwa jumlah 
zakat yang terkumpul belum sebanding 
dengan potensi zakat yang bisa dihimpun dari 
umat muslim di Indonesia, dari sekitar 68 juta 
penduduk Idonesia mencapai 200 Trilyun, 
namun zakat yang dapat dihimpun tahun ini 
baru terkumpul 1,3 trilyun. Kabupaten 
Demak pada tahun 2011 dengan jumlah 
penduduk 1. 079.861, jumlah penduduk 
miskin 198.800, yakni 18,76%, dengan 
pemeluk agama Islam sebesar 99,35 %. 
Kabupaten Demak telah memiliki BAZDA 
(Badan Amil Zakat Daerah) pada tahun 2007, 
bardasarkan SK Bupati No. 451/744/2006. 
Berdasarkan laporan keuangan Bazda 
Kabupaten Demak tanggal 30 september 
2011, pemasukan zakat sebesar 574 798,064 
rupiah. Hal ini tentunya masih sangat sedikit 
dibandingkan dengan jumlah penduduk yang 
mayoritas muslim dan berpotensi membayar 
zakat.  
 Berdasarkan latar belakang pemikiran di 
atas, penulis merasa penting melakukan 
penelitian dengan permasalahan sebagai 
berikut: (1) Bagaimanakah kebijakan 
pemerintah Kabupaten Demak dalam 
Penataan Lembaga Pengelolaa Zakat dalam 
rangka Penanggulangan Kemiskinan; dan (2) 
Bagaimanakah model pengelolaan zakat 
meliputi, perencanaan pelaksanaan, dan 
pengoordinasian dalam pengumpulan, 
pendistribusian dan pendayagunaan zakat di 
K a b u p a t e n  D e m a k ,  s e b a g a i  u p a y a 
penanggulangan kemiskinan.
2. Metode Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan 
interdisipliner, yakni pendekatan normatif-
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yuridis dan sosiologis, dengan kata lain 
penelitian ini merupakan penelitian hukum 
doktrinal dan non doctrinal, atau penelitian ini 
adalah penelitian Yuridis Sosiologis, yakni 
penelitian dengan memperhatikan norma 
hukum serta bagaimana pelaksanaan di 
lapangan dengan analisis kualitatif, dengan 
cara menafsirkan data yang diperoleh untuk 
menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 
3. Kerangka Teori
a. Pengaturan Pengelolaan Pengelolaan 
Z a k a t  S e b a g a i  u p a y a 
Penanggulangan Kemiskinan Di 
Indonesia 
Imam Syaukani  dan A Thohar i 
merumuskan politik hukum nasional adalah 
kebijakan dasar penyelenggara negara 
(Republik Indonesia) dalam bidang hukum 
yang akan, sedang dan telah berlaku, yang 
bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di 
masyarakat untuk mencapai tujuan negara 
(Republik Indonesia). Jika hukum diartikan 
sebagai alat untuk mencapai tujuan, maka 
politik hukum nasional harus berpijak pada 
kerangka dasar, bahwa untuk meraih cita dan 
mencapai, maka sistem hukum nasional harus 
dibangun sistem hukum Pancasila, yakni 
sistem hukum yang mengambil atau 
memadukan berbagai nilai kepetingan, nilai 
sosial, dan konsep keadilan ke dalam suatu 
ikatan hukum prismatik dengan mengambil 
unsur-unsur baiknya, dalam hubungan 
keseimbangan yakni: 
1. Keseimbangan antara individualialisme 
dan kolektivisme,
2. Keseimbangan antara rechsstaat dan 
rule of law,
3. Keseimbangan antara hukum sebagai 
alat untuk memajukan hukum sebagai 
cermin nilai-nilai yang hidup dalam 
masyarakat,
4. Keseimbangan antara negara agama 
dengan negara sekuler.
Negara Indonesia berdasarkan UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
memberikan jaminan bagi warga negaranya 
dari kemiskinan sebagaimana diatur oleh 
Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 28 H ayat 
(1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 34 ayat (1), 
serta dalam Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 
Miskin. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2011 menjelaskan bahwa 
fakir miskin adalah orang yang sama sekali 
tidak mempunyai sumber mata pencaharian 
dan/atau tidak mempunyai kemampuan 
memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi 
kehidupan dirinya dan/atau keluarganya; 
sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan 
dasar disebutkan dalam ayat (2) kebutuhan 
dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, 
kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau 
pelayanan sosial.
b. Zakat sebagai Upaya Penangulangan 
Kemiskinan
 Abdurrahman Al-jaziri berpendapat 
zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu 
kepada orang yang berhak menerimanya 
dengan syarat-syarat tertentu pula. Zakat 
dapat menjadi instrumen yang sangat solutif 
d a n  s u s t a i n a b l e  d a l a m  u p a y a 
penanggulangan kemiskinan, zakat sebagai 
instrumen pembangunan perekonomian dan 
pengentasan kemiskinan umat memiliki 
banyak keunggulan dibandingkan instrumen 
ﬁskal konvensional yang telah ada. 
Zakat akan dapat memberikan dampak 
yang lebih luas (multiplier eﬀect), dan 
menyentuh semua aspek kehidupan, apabila 
pendistribusian zakat lebih diarahkan pada 
yang kegiatan bersifat produktif. Jamal 
sebagaimana dikutip Yoghi Citra Pratama 
mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat 
juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka 
panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, pertama 
zakat dibagikan untuk mempertahankan 
insentif bekerja atau mencari penghasilan 
sendiri di kalangan fakir miskin. Kedua, 
sebagian dari zakat yang terkumpul, 
setidaknya 50% digunakan untuk membiayai 
kegiatan yang produktif kepada kelompok 
masyaraka t  f ak i r  misk in ,  misa lnya 
9
10
11
12
Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, Hukum, Metode Dan Dinamika msalahnya, Jakarta, Elsam dan Huma, hlm. 146-
170. 
Imam Syaukani dan A Thohari, 2004,  Dasar-dasar Politik Hukum, Jakarta, PT Raja Graﬁndo Persada, hlm. 58.
Moh. Mahfudz Md, 2006, Membangun Politih Hukum, Menegakan Konstitusi,  Jakarta, LP3S Indonesia, hlm 31.
Amirudin Inoed dkk, 2005, Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan,  
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 9.
10.
11.
12.
9.
142
Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, April 2016
penggunaan zakat untuk membiayai berbagai 
kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, 
pemberian modal kerja, atau bantuan modal 
awal. Apabila pendistribusian zakat semacam 
ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat 
membantu program pemerintah dalam 
mengentaskan kemiskinan, memeratakan 
pendapatan, dan mempersempit kesenjangan 
antara kelompok kaya dan miskin.
B. Hasil dan Pembahasan
1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten 
Demak Dalam Penataan Lembaga 
Pengelolaan Zakat 
Pengelolaan zakat diatur dengan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat (1) 
menyebutkan, pengelolaan zakat adalah 
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengoordinasian dalam pengumpulan, 
pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 
Pasal 3 mengatur tujuan pengelolaan zakat 
adalah: a) meningkatkan efektivitas dan 
eﬁsiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, 
b) meningkatkan manfaat zakat untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 
penanggulangan kemiskinan. Penjelasan 
umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2011 menyebutkan bahwa dalam upaya 
mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk 
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 
B A Z N A S  P r o v i n s i ,  d a n  B A Z N A S 
Kabupaten/ Kota. BAZNAS merupakan 
lembaga yang berwenang melakukan tugas 
pengelolaan zakat secara nasional. Zakat 
wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai 
dengan syariat Islam. Pendistribusian 
dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan 
memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, 
dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan 
untuk usaha produktif dalam rangka 
penanganan fakir miskin dan peningkatan 
kualitas umat apabila kebutuhan dasar 
mustahik telah terpenuhi.
P a s a l  5  m e n y e b u t k a n ,  u n t u k 
melaksanakan pengelolaan zakat pemerintah 
membentuk BAZNAS, sedangkan Pasal 15 
mengatur tentang pembentukan BAZNAS 
Provinsi dan Kabupaten/Kota. BAZNAS 
mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7, sebagai berikut:
a. P e r e n c a n a a n  p e n g u m p u l a n , 
pendistribusian, dan pendayagunaan 
zakat,
b. P e l a k s a n a a n  p e n g u m p u l a n , 
pendisytribusian dan pendayagunaan 
zakat,
c. P e n g e n d a l i a n  p e n g u m p u l a n , 
pendistribusian dan pendayagunaan 
zakat,
d. Pelaporan dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan pengelolaan zakat.
Pasal 16 menyatakan bahwa dalam 
melaksanakan tugas  dan fungsinya, 
B A Z N A S  P r o v i n s i  d a n  B A Z N A S 
Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit 
Pengelolaan Zakat (UPZ) pada instansi 
pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, 
Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan 
Swata, dan Perwakilan Republik Indonesia di 
luar negeri serta membentuk UPZ pada 
tingkat kecamatan, kelurahan atau nama 
lainnya, dan tempat lainnya. Pasal 17 
mengatur pembentukan Lembaga Amil Zakat 
(LAZ), bahwa untuk membantu BAZNAS 
d a l a m  p e l a k s a n a a n  p e n g u m p u l a n , 
pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 
Kabupaten Demak dalam pengelolaan zakat 
telah mengeluarkan kebijakan daerah antara 
lain:
a. Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah 
(BAZDA)
        Kebijakan Pemerintah Kabupaten 
Demak dalam penataan lembaga 
p e n g e l o l a  z a k a t  p a d a  a w a l n y a 
berdasarkan Keputusan Bupati Demak 
N o m o r  4 5 1 /  7 4 4 / 2 0 0 6  t e n t a n g 
Pembentukan Badan Amil Zakat, Infak 
dan Shadaqah (BAZIS). Pada tahun 2007 
berubah menjadi BAZDA Kabupaten 
Demak dengan masa bakti tiga tahun,  
(tahun 2007-tahun 2010). Sekarang ini 
pengaturan lembaga pengelolaan zakat 
diatur dengan Keputusan Bupati Demak 
N o m o r  4 5 1 / 2 0 /  2 0 1 0  t e n t a n g 
Pembentukan Badan Amil  Zakat 
(BAZDA) Kabupaten Demak Periode 
2 0 1 0 - 2 0 1 2 .  D a l a m  s a l a h  s a t u 
pertimbangannya dikatakan bahwa 
dalam rangka pengelolaan zakat Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten 
Yoghi Citra Pratama, “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif 
Pada Badan Amil Zakat Nasional)”, The Journal of Tauhidinomics, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm 95.
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Demak dibentuk Badan Amil Zakat 
Daerah (BAZDA).  Keputusan Bupati 
tersebut memutuskan:
Kesatu  :  Membentuk Badan Amil Zakat 
daerah (BAZDA) Kabupaten 
Demak Periode 2010-2012 
dengan susunan keanggautaan 
sebagaimana terlampir Pada 
lampiran keputusan ini.
Kedua   :  Pengurus Badan Amil Zakat 
D a e r a h  ( B A Z D A ) 
K a b u p a t e n  D e m a k   
sebagaimana  dimaksud 
diktum kesatu yang berasal 
da r i  unsur  pemer in tah 
menunjuk pada jabatan yang 
diemban dalam jajaran 
birokrasi pemerintah.
Ketiga   : Badan Amil Zakat Daerah 
( B A Z D A )  K a b u p a t e n 
Demak terdiri dari    Badan 
P e l a k s a n a ,  D e w a n 
Pertimbangan dan Komisi 
Pengawas.
Keempat: Badan Pelaksana, Dewan 
Pertimbangan dan Komisi 
Pengawas  sebagaimana 
dimaksud Diktum Ketiga 
mempunyai tugas sebagai 
berikut:
1) Badan Pelaksana:
a) menyelenggarakan tugas administrasi 
d a n  t e k n i s  p e n g u m p u l a n , 
pendistribusian dan pendayagunaan 
zakat;
b) mengumpulkan dan mengolah data 
yang diperlukan untu menyusun 
rencana pengelolaan zakat;
c) menyelenggarakan tugas penelitian, 
pengembangan,
d) komunikasi, informasi dan edukasi 
pengelolaan zakat;
e) membentuk dan mengukuhkan Unit 
Pengumpul Zakat sesuai wilayah 
operasional. 
2) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas 
memberikan pertimbangan kepada 
Badan Pelaksana, baik diminta maupun 
t idak  da lam pe laksanaan  tugas 
organisasi.
3) Komisi Pengawas
a) melaksanakan pengawasan dan 
pengendalian terhadap pelaksanaan 
tugas Badan Pelaksana dalam 
pengelolaan zakat;
b) menunjuk akuntan public untuk 
melakukan audit pengelolaan 
keuangan zakat.
Kelima  : Dalam melaksanakan tugasnya 
BAZDA kabupaten Demak 
berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku, bertanggung jawab 
d a n  m e l a p o r k a n  h a s i l 
p e l a k s a n a a n  t u g a s n y a 
kepada Bupati;
Keenam  :Periode kepengurusan 
BAZDA kabupaten Demak 
adalah selama 3 ( t iga)   
tahun, dan dapat dipilih 
kembali untuk satu periode 
kepengurusan  berikutnya;
Ketujuh  :Segala biaya yang timbul 
a k i b a t  d i t e r b i t k a n n y a 
keputusan ini dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah;
Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku 
pada tanggal ditetapkan. 
Keputusan ini ditetapkan 
pada tanggal 29 januari 
2010. 
B A Z D A k a b u p a t e n  D e m a k 
menetapkan visi, misi serta motifasi 
dalam pengelolaan zakat. Visinya adalah 
terwujudnya kesadaran masyarakat 
berzakat, berinfaq, bershadaqah dan 
hibah, dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Misinya, 
sebagai berikut:
a. Meningkatkan kesadaran berzakat, 
berinfaq, bershadaqah, dan hibah;
b. Meningkatkan ekonomi umat;
c. Meningkatkan kecerdasan keluarga 
muslim;
d. Meningkatkan kesehatan umat;
e. Berkiprah pada da'wah Bilaqwal Wal 
ahwal ;
f. Melaksanakan manajemen ZIS yang 
amanah, professional dan akuntabel.
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Motivasi BAZDA adalah “Dengan 
amanah (kepercayaan),  Fatonah 
(kecerdikan), Shiddiq (kejujuran), 
pelayanan dan pengabdian menjadi 
prima”.          
b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2011 mengatur  bahwa untuk 
membantu pelaksanaan BAZNAS dalam 
pelaksaan pengumpulan, pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat, masyarakat dapat 
membentuk LAZ. Pasal 18 menetapkan 
bahwa dalam pembentukan LAZ wajib 
mendapat izin Menteri atau pejabat yang 
ditunjuk. Di  Kabupaten Demak sekarang ini 
mempunyai  LAZ yang didirikan oleh 
organisasi  Muhammadiyah, bernama 
LAZISMU Demak, Baitul Maal Darussalam 
memiliki status sebagai badan hukum yang 
berbentuk yayasan. Status badan hukum ini 
diperoleh secara otomatis karena kedudukan 
LAZISMU Demak berada di bawah LAZIS 
Muhammadiyah secara Nasional berdasarkan 
SK MENAG NO. 457 tahun 2002 tanggal 21 
November 2002.
LAZISMU Demak mempunyai visi 
“Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya”, 
sedangkan misinya adalah:
1) Optimalisasi kuaitas pengelolaan ZIS 
yang amanah, professional,  dan 
transparan,
2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang 
kreatif, inovatif dan produktif,
3) Optimalisasi pelayanan donator.
Berdasarkan hasil penelitian, hubungan 
kerja antara LAZISMU Demak Dengan 
BAZDA Demak hingga saat ini belum ada 
pengaturannya dari pemerintah daerah 
Kabupaten Demak. Dalam Pasal 19 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 dikatakan 
bahwa “LAZ wajib melaporkan pelaksanaan 
p e n g u m p u l a n ,  p e n d i s r i b u s i a n ,  d a n 
pendayagunaan zakat yang telah diaudit 
kepada BAZNAS secara berkala”. Pasal 20 
menentukan “ketentuan lebih lanjut 
mengenai persyaratan organisasi, mekanisme 
perizinan,  pembentukan perwakilan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ 
diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Sampai 
dengan saat ini Peraturan Pemerintah tersebut 
belum dikeluarkan.   
c. Lembaga Amil Zakat Yang Belum 
Mempunyai Izin
Lembaga-lembaga amil zakat yang 
didirikan oleh masyarakat, namun secara 
resmi belum mendapat izin dari Menteri atau 
Pejabat yang ditunjuk, yakni zakat, infaq dan 
shadaqah yang  dikumpulkan  lembaga-
lembaga yang bergerak di bidang Da'wah dan 
Pendidikan Islam, seperti Panti Asuhan, 
Pondok Pesantren atau yang dikumpulkan di 
Masjid dan Mushala yang biasanya juga 
mengumpulkan zakat, infak dan shadaqah, 
terutama zakat ﬁtrah.
2. M o d e l  P e n g e l o l a a n  Z a k a t  D i 
kabupaten Demak
 Prosedur pengumpulan zakat yang 
dilakukan oleh BAZDA adalah dengan cara 
membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 
sesuai dengan Keputusan Bupati Demak 
Nomor 451/ 20/ 2010 dalam ketetapan 
keempat angka 1 huruf d menyebutkan bahwa 
B a d a n  P e l a k s a n a  m e m b e n t u k  d a n 
mengukuhkan  UPZ se sua i  w i l ayah 
operasional. Pada tahun 2011, karena 
pengumpulan yang dilaksanakan oleh 
BAZDA dirasa belum maksimal, maka 
Bupati mengeluarakan Surat Edaran Buapati 
Demak tentang Himbauan Berzakat Nomor: 
451-12/1301/2011, yang berisi antara lain:
a. Kewajiban mengeluarkan zakat bagi 
umat muslim adalah salah satu bentuk 
kerjasama dan    saling tolong menolong 
diantara umat manusia 
b. Bahwa sejak tahun2007 di Kabupaten 
Demak telah berdiri Badan Amil Zakat 
( B A Z D A )  K a b u p a t e n  D e m a k , 
secretariat Jl Kyai Singkil No 7 Demak 
telp (0291) 685322 psw 121 telah siap 
menerima dan mentasyarufkan zakat, 
infaq dan shadaqoh.
c. Sejalan dengan kerja BAZDA bahwa 
BAZDA akan ikut berperan dalam 
program pembangunan daerah, terutama 
program pengentasan kemiskinan, maka 
dihimbau dukungan/partisipasinya dari 
semua PNS
d. Memperhatikan laporan keuangan 
BAZDA tiap bulan, yang disampaikan 
secara rutin kepada saudara dapat 
diasumsi bahwa dukungan    / partisipasi 
zakat, infak dan shadaqah PNS di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten 
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15.
Demak belum maksimal, untuk itu agar 
program pengentasan kemiskinan 
BAZDA dapat berjalan dihimbau antara 
lain:
1) Perlu adanya pembaharusn iqrar 
(kesepakatan)  zakat .  Infaaaq, 
shadaqah kembal i  antara  uni t 
pengumpul zakat / bendahara dengan 
muzaki.
2) Bagi PNS di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Demak yang beragama 
I s l a m ,  d a l a m  m e l a k s a n a k a n 
kewajiban membayar zakat agar 
melalui BAZD A  Kabupaten Demak.
3) Bagi PNS di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Demak yang beragama 
Islam yang belum mampu membayar 
z a k a t  a g a r  m e l a k s a n a k a n 
infaq/shadaqah minimal Rp.20.000; 
(dua puluh ribu rupiah) tiap bulan 
pada masing-masing UPZ/bendahara. 
Zakat dan shadaqah yang diterima 
oleh Bazda adalah berasal dari 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 
lingkungan Kabupaten Demak, dan 
dengan adanya surat edaran Bupati 
Nomor: 451-12/1301/2011, tanggal 
12 Oktober 2011 tentang Himbauan 
Berzakat, perolehan zakat Mall dan 
Shadaqah/infaq yang diterima oleh 
BAZDA meningkat 100% yakni pada 
bulan Desember 2010 penerimaan 
sejumlah Rp. 64.362.357.  Pada bulan 
Juli 2013 meningkat menjadi Rp. 
162.030.945. Mulai tahun 2013, zakat 
ﬁtrah dari PNS di Kabupaten Demak 
dibayarkan/disalurkan melalui 
B A Z D A .  D a r i  d a t a  t e r s e b u t 
m e n u n j u k a n  b a h w a  u n t u k 
meningkatkan perolehan zakat 
diperlukan adanya kemauan politik 
yang kuat  dari pemerintah daerah 
yang dituangkan dalam bentuk hukum 
positip baik berupa peraturan daerah 
(Perda) maupun peraturan kepala 
daerah.
D a l a m  p e n d i s t r i b u s i a n  a t a u 
pentasyarufan zakat, BAZDA Kabupaten 
Demak belum memiliki model yang baku. 
Pendistribusian selama ini banyak dilakukan 
secara insidental berdasarkan pada proposal 
permohonan bantuan atau berupa bantuan 
bila terjadi  bencana,  seperti  korban 
kebakaran, banjir dan lain-lain. Berikut 
contoh pendistribusian zakat, infaq dan 
shadaqah yang dilakukan oleh BAZDA 
periode Juli 2013 sebagaimana di dalam Tabel 
1.
Tabel. 1 Laporan Keuangan BAZDA Kabupaten Demak Periode Juli 2013.
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C. Simpulan
Dalam hal penataan kelembagan 
lembaga pengelola zakat, Kabupaten Demak 
membentuk Badan Amil Zakat Daerah 
(BAZDA). Pemerintah Daerah kabupaten 
Demak telah mengeluarkan kebijakan berupa 
K e p u t u s a n  B u p a t i  D e m a k 
Nomor:451/20/2010 Tentang Pembentukan 
Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak 
Peiode 2010-1012. Di Kabupaten Demak 
juga telah berdiri Lembaga Amil Zakat yang 
didirikan oleh masyarakat, yakni Lembaga 
Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Darussalam 
yang berganti nama menjadi LAZISMU 
Baitul Mall Darussalam, yang berkedudukan 
di bawah LAZIS Muhammadiyah secara 
nasional dengan SK MENAG Nomor: 457 
Tahun 2002 tertanggal 21 November 2002. 
Hingga saat ini bagaimana hubungan 
koordinasi antara LAZISMU dengan 
BAZDA Kabupaten Demak belum ada 
kebijakan Pemerintah Kabupaten Demak 
yang mengatur hal tersebut. Di Kabupaten 
Demak hingga saat ini masih ada Lembaga 
Amil Zakat yang belum memiliki Ijin resmi 
dari pemerintah.
Dalam rangka Pengumpulan Zakat, 
Infaq dan Shadaqah, Dewan Pelaksana 
BAZDA Kabupaten Demak bertugas 
membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), 
untuk mengefektifkan pengumpulan zakat, 
shadaqah dan infaq Pemerintah kabupaten 
Demak mengeluarkan Surat Edaran Bupati 
Nomor: 451-12/1301/2011 tentang himbauan 
berzakat bagi PNS yang dibayarkan melalui 
BAZDA, dan bagi PNS yang belum mampu 
berzakat dihimbau untuk bershadaqah 
sebanyak Rp. 20,000, dengan demikian 
Muzaki yang membayar Zakatnya ke 
BAZDA hampir seratus persen  berasal dari 
PNS di Kabupaten Demak. Dalam hal 
pendistribusian/pentasyarufan, BAZDA 
Kabupaten Demak belum memiliki aturan 
yang baku. Pendisitribusian selama ini 
dilakukan berdasarkan proposal yang 
diajukan oleh masyarakat. 
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